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BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)


A. UMUM
1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa lainnya dengan
	kode  Rencana  Umum  Pengadan  (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP
1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP
1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP
1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak
1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP
1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.10 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP     
2. Sumber Dana	Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Perbuatan yang dilarang dan sanksi :
Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi 
		etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
		a.	berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b.	membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. Larangan Pertentangan kepentingan	
4.1 	Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan
			 mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung

		4.2	Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi :

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
b. [bookmark: page45]Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
4.3	Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI
5. Persyaratan kualifikasi	Untuk peserta perseorangan,  persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi :
a. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal);
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
c. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
d. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
1) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;

3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan

4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.


6. Persyaratan kualifikasi teknis peserta
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi :
a. Diutamakan yang berpengalaman dibidang pekerjaan sejenis 
b. Bersedia menyediakan peralatan pendukung pekerjaan

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG
7. Isi Dokumen Langsung
	Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Bentuk Dokumen Penawaran:
e. Pakta Integritas;
f. Formulir Isian Kualifikasi; dan

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
8.1	Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
8.2	Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari, Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :

1) tanggal;

2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh penyedia jasa

8.3	Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;

8.4	Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
9. Penyampaian Dokumen Penawaran
Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung


F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
10. Pembukaan Penawaran
10.1	Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
10.2	Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi :

a. Surat penawaran;

b. Dokumen penawaran harga;
c. Pakta Integritas; dan

d. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran
11.1	Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
a.	evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b.	evaluasi teknis; dan
c.	klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.




[bookmark: _Hlk535091940]11.2	Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

a.	Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: :
1)	ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);

2)	mencantumkan penawaran harga;
3)	jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
4)	jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
b.	Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

[bookmark: _Hlk535092142]c.	Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
[bookmark: _Hlk535091887]1)	Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;

[bookmark: _Hlk535092172][bookmark: _Hlk535092189]2)	Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) 	Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat  engadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 	Evaluasi Teknis:

a.	evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b.	unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
[bookmark: _Hlk535092348]c.	evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass and fail);
d.	Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
e.	Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f.	Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

[bookmark: _Hlk535092589]11.4	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
12.1	Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

12.2	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut :
a.	tanggal dibuatnya Berita Acara

b.	Nama dan alamat peserta;
[bookmark: page49]c.	harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d.	unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e.	keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).
G.	PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK
13. Penerbitan SPPBJ
13.1	Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
13.2	PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan :
a.	bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur
b.	bahwa  calon  Penyedia  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan Kontrak.
13.3	Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
13.4	PPK mengirimkan	SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
13.5	Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
13.6	Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatangan SPK	
14.1	PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi,  bahasa,  redaksional,  angka  dan  huruf  serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
14.2	Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
a.	sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari :

1)	SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan

2)	SPK  asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b.	rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

14.3	Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2.
[bookmark: page50]

BAB II.   LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)




Bagian IKP


A.	LINGKUP PEKERJAAN

























2.	SUMBER DANA


No. lKP	Isian Ketentuan

1.1	Kode RUP: 24787735

1.2	Nama paket pengadaan : Pengadaan Tenaga Pendukung Penyusunan Dokumen Teknis Gedung Pemda (Assistant Professional Staff).

1.3	Uraian singkat paket pengadaan : tersedianya Assistant Professional Staff Perorangan untuk bidang gedung pemerintah daerah sebagai penunjang kelancaran tugas dibidang gedung Pemda.

1.4	Jenis kontrak yang digunakan : Harga Satuan.


1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

1.6	Nama Pejabat Pengadaan: Augustianus Fabian


1.7	Alamat Pejabat Pengadaan : Kompleks Dinas Teknis Jl. Jatibaru no. 1, Cideng Gambir Jakarta Pusat

1.8	Website : http://dcktrp.jakarta.go.id  

1.9	Website Aplikasi SPSE : lpse.lkpp.go.id            

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  Tahun Anggaran 2021



[bookmark: _Hlk535314608]3.	DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI
3.1	Masa berlaku surat penawaran 30 (tiga puluh) hari kalender
3.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 10 (sepuluh) bulan 
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BAB III.   BENTUK DOKUMEN PENAWARAN



A.	BENTUK SURAT PENAWARAN


Nomor	:	-	Jakarta,         Januari   2021

Lampiran	:	1 (satu) berkas

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 

di   
J A K A R T A

Perihal	:	Penawaran Pengadaan Tenaga Pendukung Penyusunan Dokumen Teknis Gedung Pemda (Assistant Professional Staff)


Sehubungan dengan Pengumuman Nomor__________ tanggal__________ dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan __________ sebesar Rp____________ (_________________).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 (lsepuluh) bulan.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.



	
	Penyedia,





..........................
Nama Lengkap
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[bookmark: _Hlk535313629]B.	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA 
Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

	   BIAYA LANGSUNG PERSONIL

	NO.
	JABATAN PERSONIL
	KLASIFIKASI MINIMAL
	JUMLAH PERSONIL
	JUMLAH MAN/MONTH
	HARGA SATUAN
	JUMLAH BIAYA

	1.
	Belanja Tenaga Ahli
Assistant Professional Staff
	
S1 (0-3 tahun)
	
1
	
10
	
Rp. 
	
Rp. 

	
	Rp. 

	TERBILANG : 








BAB IV.   BENTUK PAKTA INTEGRITAS

[bookmark: page55][bookmark: _Hlk535313660]PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

	Nama
	:
	__________

	No. Identitas
	:           __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

	Alamat
	:
	__________

	Pekerjaan
	:
	__________



Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka Pengadaan Tenaga Pendukung Penyusunan Dokumen Teknis Gedung Pemda (Assistant Profesional Staff) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


	Jakarta,            Januari  2021

Penyedia Jasa Lainnya



Nama Peserta
	














[bookmark: page56][bookmark: page60]




[bookmark: _Hlk535313672]BAB V.   FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	. . . . . . . . . . . . . . . . . .
No. Identitas	:	. . . . . . . . . . . . . . . . . .  (no. KTP/SIM/Paspor)
Alamat	:	. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telepon/email	:	. . . . . . . . . . . . . . . . . .

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak.

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara”];

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut :

A.	Data Administrasi
a) Nama	:
b) Pekerjaan	:
c) Alamat rumah	:
d) No. Telp. / email	:
e) No. Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:

B.	Data Keuangan Pajak
a) NPWP	:
b) Bukti Pajak tahun terakhir 	:

C.	Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 

	No.
	Jenis
	Jumlah
	Kapasitas
	Merk /  Tipe
	Tahun Pembuatan
	Kondisi (%)
	Lokasi
	Bukti kepemilikan

	
	
	
	
	
	
	
	
	




D.  Pengalaman waktu 3 tahun terakhir :

	No.
	Nama Paket Pekerjaan
	Kelompok
	Lingkup Pekerjaan
	Lokasi
	Pemberi Pekerjaan
	Kontrak
	Status
	Tgl selesai Pekerjaan

	
	
	
	
	
	Nama
	Alamat / telp.
	No. & Tgl.
	Nilai
	
	Kontrak
	BA serah terima

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




	Jakarta,            Februari  2021

Penyedia Jasa Lainnya

Materai 10.000


( Nama Peserta )






PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan Taman Jatibaru no. 1, Telp.3510008 Faksimile 3512588
Website : http://dcktrp.jakarta.go.id  Email: dinas_cktrp@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 10150



	SURAT PERINTAH KERJA
( S P K )
	SATUAN KERJA : 
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

	
	Nomor
	:  

	
	Tanggal 
	:  

	Nama PPK
	

	Nama Penyedia
	

	Paket Pengadaan :

1.03.08.021 : PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS GEDUNG PEMDA
	Undangan Pengadaan Langsung 

	
	Nomor
Tanggal
	:  
:  

	
	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

	
	Nomor
Tanggal
	:  
:  

	Sumber Dana
Kode Rekening
	:
:
	DPA Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta TA 2021
[bookmark: _Hlk503837726]5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan)

	Nilai kontrak termasuk Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp.   00.000.000,- ( ............. )

	Jenis kontrak HARGA SATUAN

	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 10 (Sepuluh) bulan.

	Untuk dan atas nama DCKTRP Provinsi DKI Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen






JOGI HARJUDANTO

	Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia







______________________






[bookmark: _Hlk535398819]SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. KEDUDUKAN
a. Kedudukan Penyedia dimaksudkan tidak untuk mengisi formasi Calon PNS dan/atau PPPK dan tidak untuk diangkat menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.
b. Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

4. BIAYA SPK
a. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK Rp.8.500.000/ bulan, dikurangi dengan pajak (pph 21).
b. Harga SPK adalah maksimal yang dibayarkan oleh PPK berlaku selama masa kontrak tanpa memperhitungkan kelebihan jam kerja (lembur) yang mungkin ditanggung Penyedia di kemudian hari, serta seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Penyedia dalam melaksanakan tugas yang diberikan, termasuk di dalamnya biaya survey lapangan, dan keperluan untuk mencetak laporan. 
c. PPK tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) / gaji ke – 13 dan fasilitas kesehatan serta tunjangan lain dalam bentuk apapun.

5. HAK KEPEMILIKAN
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan  tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar

6. KETENTUAN TEKNIS 
a. Jadwal Kerja
1) SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
2) Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.    
3) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
4) Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.
b. Izin
Penyedia diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Jika Penyedia mengalami sakit atau ijin karena alasan tertentu, maka mendapatkan pemotongan upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
2) Jika Penyedia mengalami sakit Penyedia harus melampirkan keterangan berupa surat keterangan sakit dari dokter
c. Jam Kerja
1) Hari Senin – Kamis	: Pukul 07.30 WIB s.d 16.00 WIB (istirahat 12.00 – 13.00)
2) Hari Jumat 		: Pukul 07.30 WIB s.d 16.30 WIB (istirahat 12.00 – 13.30)
3) Penyedia bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.
4) Perubahan jam kerja akan disesuaikan dengan jam kerja pegawai yang diatur di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
d. Pakaian, Peralatan, Perlengkapan Kerja
1) Pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
· Baju atasan baju bebas, rapih dan sopan, tidak diizinkan memakai kaos
· Laki – laki memakai celana panjang, wanita memakai celana panjang/rok, tidak diizinkan menggunakan bahan jeans.
· Memakai sepatu
· Petugas lapangan memakai pakaian kerja persyaratan K3 (keselamatan, kesehatan, kerja)
· Memakai tanda pengenal yang disediakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
2) Peralatan dan Perlengkapan Kerja :
· Disediakan oleh PPK 		:  printer
· Disediakan oleh Penyedia 	: komputer/ laptop, software pendukung kerja teknis, alat tulis, kertas untuk mencetak laporan dan hasil pekerjaan.
e. Pemotongan Upah
1) Dalam hal Penyedia yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar:
1,2 x () x besaran upah bulanan

2) Dalam hal Penyedia mengalami sakit atau ijin karena alasan tertentu maka dikenakan potongan upah sebesar :
0,5 x () x besaran upah bulanan

7. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia, kecuali karena alasan berhalangan tetap/sakit keras/meninggal dunia, maka Penyedia harus mengembalikan uang/gaji yang telah diterima selama kontrak yang telah dijalani dan/atau Penyedia dimasukkan dalam daftar yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.

Pemutusan SPK dapat dilakukan PPK selama masa perikatan yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia :
a. Tidak mentaati ketentuan kewajiban dan larangan bagi Penyedia;
b. Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan; 
c. Terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan;
d. Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang dan/atau barang milik negara;
e. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara;
f. Meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
g. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja; 
h. Menyerang, menganiya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
i. Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;
j. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi negara;
k. Membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
l. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
m. Menerima gratifikasi; dan/atau
n. Melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
o. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
p. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a.	Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak:
1)	kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia;
2)	cidera tubuh, sakit atau kematian Penyedia;
b.	Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

10. HASIL PEKERJAAN
a. Pihak Penyedia wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan.
b. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. 
c. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan kinerja harian pekerjaan yang berisi: 
1) Nama kegiatan, jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
2) Rencana dan realisasi pekerjaan harian;
3) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan;
4) Kinerja harian pekerjaan yang diverifikasi
d. Laporan bulanan dibuat oleh Penyedia yang merupakan tahapan pelaksanaan pekerjaan, hasil pelaksanaan, prestasi kerja, dan kesimpulan..
e. Laporan mingguan bagi Penyedia yang bertugas di lapangan, terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
f. Laporan bulanan bagi Penyedia yang bertugas di lapangan, terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
g. Bagi Penyedia yang bertugas di lapangan untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, dan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
h. Hasil pekerjaan yang diserahkan adalah sebagai berikut :
1) Dilaporkan setiap bulan :
	3 set laporan hasil pekerjaan selama 1 bulan disertai dengan lampiran dokumen seluruh hasil pekerjaan dicetak di kertas A3 untuk gambar desain Arsitektur/Struktur/ME dan ukuran kertas F4 untuk bentuk laporan lainnya  serta 1 DVD RW berisi hasil pekerjaan dengan file format asli (bukan pdf);
2) Dilaporkan pada bulan akhir kontrak:
3 set Laporan Akhir dengan lampiran dokumen hasil pekerjaan dicetak di kertas F4 serta 2 CD RW berisi hasil pekerjaan dengan file format asli (bukan pdf);
Laporan akhir diserahkan pada saat berakhirnya kontrak yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
a. Rangkuman Laporan Bulanan;
b. Usulan dan atau rekomendasi untuk pengembangan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan gedung pemerintah daerah di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3) Menyertakan materai 10.000 rupiah sebanyak 2 lembar pada saat laporan bulanan, serta 2 lembar untuk laporan akhir.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Dalam hal Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK, kecuali akibat Keadaan Kahar, maka berlaku seperti yang tercantum dalam ketentuan Denda.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
b. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 

13. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

14. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1)	perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2)	perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 
3)	perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

15. PERPANJANGAN WAKTU
a.	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.  Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
b.	PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

16. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) PPK tidak memberikan instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
3) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
4) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
5) Ketentuan lain dalam SPK.
b.	Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c.	Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d.	Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

17. DENDA
1. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa pengembalian uang/gaji yang telah diterima selama kontrak yang telah dijalani, akibat Penyedia tidak menyelesaikan kontrak sampai dengan Tanggal Penyelesaian seperti yang tercantum dalam SPMK dan/atau akibat pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal Penghentian dan Pemutusan SPK.
2. Dalam hal Penyedia berhalangan tetap/sakit keras/meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Penyedia tidak berkewajiban untuk membayar sanksi finansial.

18. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

19. HAK DAN KEWAJIBAN PPK
a. Hak
1. Memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
2. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
3. Mendapatkan laporan-secara periodik (tiap bulan secara tertulis) mengenai pelaksanaan pekerjaan, hasil pelaksanaan dan  prestasi kerja yang dilaksanakan Penyedia;
4. Memotong pembayaran upah bagi Penyedia yang berhalangan kerja sesuai dengan ketentuan pemotongan upah; dan
5. Memutuskan pengikatan sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan perikatan.
6. Berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan  tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
b. Kewajiban
1. Membayarkan upah kepada Penyedia;
2. Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia; dan
3. Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

20. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
a. Hak
1) Menerima pembayaran/upah untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) Mendapatkan penjelasan terkait peraturan-peraturan terkait kegiatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang masih berlaku.
b. Kewajiban
1) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
4) Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
6) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara;
8) Memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
9) Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
13) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
14) Memberikan laporan secara periodik (tiap bulan secara tertulis) mengenai pelaksanaan pekerjaan, hasil pelaksanaan dan prestasi kerja yang dilaksanakan Penyedia
15) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
16) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
17) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
18) Menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu berakhirnya kontrak. 
c. Larangan
1) Menyalahgunakan wewenang;
2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
4) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
5) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, tidak melaksanakan pekerjaan penyedia jasa/barang dengan pihak lain di luar dengan PPK.
6) Suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan 
7) Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
8) Mengajukan pengunduran diri/keluar sebelum masa kontrak berakhir kecuali berhalangan tetap/meninggal dunia.




















	






























PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan Taman Jatibaru no. 1, Telp.3510008 Faksimile 3512588
Website : http://dcktrp.jakarta.go.id  Email: dinas_cktrp@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 10150

Nomor	:	Jakarta,                 Januari 2021
Lampiran	:		

Kepada Yth.

__________
di __________


Perihal	: 	Penunjukan  Penyedia  Jasa  Lainnya  untuk  Pelaksanaan  Paket  Pengadaan Tenaga Pendukung Penyusunan Dokumen Teknis Gedung Pemda



Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ tentang __________ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp__________ (______________) kami nyatakan diterima/disetujui.


Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.



	
	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta.

Pejabat Penandatangan Kontrak




Jogi Harjudanto
NIP   197206201998031005




Tembusan Yth. :
1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa DCKTRP Provinsi DKI Jakarta.
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: __________

Paket Pekerjaan: __________


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 	:	Jogi Harjudanto
Jabatan	:	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfataan Struktur Ruang
Alamat	:	Jalan Taman Jatibaru no. 1, Gambir Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK __________ nomor ________ tanggal ______, bersama ini memerintahkan :

Nama	:	
Alamat	:	

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan	:	Paket  Pengadaan Tenaga Perorangan Penunjang Sub Urusan Gedung Pemda
2. Tanggal mulai kerja	:	00 Februari 2021
3. Syarat-syarat pekerjaan	:	sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian	:	10 (lsepuluh) bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 00 Juli 2021
5. Denda	:	Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.


Jakarta,                 Januari 2021
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Pejabat Penandatangan Kontrak




Jogi Harjudanto
NIP   197206201998031005

	Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama 
 .................................






Penyedia Jasa
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